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KATAiPENGANTAR 

 

SegalaisyukurikehadiratiAllahiSWT. Untuk segala ikarunia-Nya isehingga imakalah 

iniidapatiselesaiitepatiwaktu. Shalawat,isalamisaya ucapkan terhadap Nabi Muhammad SAW. 

sebagai tokoh penegak hukum dan keadilan serta menjadi rahmat bagi seisi alam. 

Padaikesempatan ikaliiini ipenulisi ingin imengucapkaniterimaikasihisebesar-besarnya 

kepadaidosenipengampuimataikuliahiPolitikiHukum Islam yaitu bapak Dr. H., Ija Suntana, 

M.Ag.iyang itelah imemberikanitugasiini isehinggaikami selaku mahasiswa mendapatkan 

wawasan dan ilmu yang bermanfaat. 

Penulis berharap makalah ini dapat menambahkan wawasan, pengetahuan, serta 

kesedian para mahasiswa dalam memahami materi tentangi“TransformasiiHukumiIslam 

kedalamiTata iHukum iSebagaiiBentukiUpayaiMengisiiKekosongan Hukum di Indonesia” 

penulis imenyadari isepenuhnya ibahwa idi idalamipenulisan  makalah ini masih terdapat 

kekuranganisertaijauhidariikataisempurna,iuntukiituipenulisiberharapiadanyaikritikidanisaran

sebagaiiperbaikanimakalahiiniidiimasaiyangiakanidatang. 
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BABiI 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

HukumiIslam adalah aspek ajaran Islam sangat penting dalam pandangan umat muslim 

yang didalamnya terdapat dimensi hukum, akidah, dan akhlak. Hukum Islam terus berkembang 

dari masa kemasa dan tidak dapat dihilangkan. Perkembangan hukum Islam terjadi bersamaan 

dengan menyebarnya ajaran Islam ke seluruh penjuru dunia. Dalam perkembangannya, hukum 

Islam diadopsi oleh banyak negara hingga akhirnya tertransformasi ke dalam sistem hukum 

nasional suatu negara, salah satunya Indonesia. 

Indonesia sebagai negara mayoritas penduduk beragama Islam menjadikan Indonesia 

seringkali mentransformasikan mengenai hukum Islam kedalam sistem hukum nasional. 

Sebagai negara hukum, Indonesiaiadalah sebuah negara yang memberlakukan sistem hukum 

Eropa Kontinental, yang mana hukum ataupun aturan yang berlaku haruslah tertulis dalam 

suatu teks hukum. Sistem tersebut tidak selamanya baik karena seringkali terjadi kekosongan 

hukum ketika sesuatu belum diatur secara hukum maka akan menimbulkan ketidakpastian 

hukum sebagaimana asas legalitas nullum delictum nulla poena sine praevia lege poenali. Hal 

tersebut membuktikan betapa pentingnya hukum tata negara dalam mengisi kekosongan 

hukum di Indonesia. 

B. RumusaniMasalah 

1. ApaimaksudidariiHukumiIslam di Indonesia? 

2. ApaimaksudidariiHukumiTataiNegaraiIslam? 

3. ApaimaksudidariiKekosongan Hukum? 

4. Bagaimana Transformasi Hukum Islam kedalam Tata Hukum Indonesia? 

5. Bagaimana Contoh Hukum Tata Negara dalam mengisi Kekosongan Hukum di 

Indonesia? 

C. Tujuan Penulis 

1. UntukimengetahuiiHukumiIslamidiiIndonesia. 

2. UntukimengetahuiiHukumiTataiNegaraiIslam 

3. UntukimengetahuiiKekosonganiHukum 

4. UntukimengetahuiiTransformasiiHukumiIslamikedalamiTataiHukumiIndonesia 

5. UntukimengetahuiiContohiHukumiTataiNegaraidalamimenyelesaikaniKekosongani

HukumidiiIndonesia 
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BABiIIi 

PEMBAHASAN 

A. HukumiIslamidiiIndonesia 

Hukum juga diartikan sebagai peraturan atau norma yang mengatur perbuatan manusia, 

baik hukum yang tertulis maupun tidak tertulis seperti peraturan adat yang berkembang 

dimasyarakat ataupun hukum yang ditegakkan oleh penguasa.1 Hukum adat di sini termasuk 

kedalam hukum tidak tertulis karena berasal dari kebiasaan masyarakat itu sendiri yang 

nantinya disetujui oleh ketua adat di masyarakat tersebut. Sedangkan hukum tertulis ialah 

hukum yang peraturannya tertulis seperti perundang-undangan. Hukum Islam di Indonesia 

diinternalisasikan melalui pendidikan baik secara formal ataupun informal. Walaupun 

hukum tersebut tidak diberlakukan secara resmi dalam konstitusi namun berperan penting 

dalam sistem nasional. Secara substansial hukum di Indonesia menggunakan prinsip dan 

nilai-nilai hukum islam dalam undang-undangnya.2 

Hukum islam merupakan norma dan aturan untuk mengatur perbuatan manusia yang 

sumbernya dari Al-Qur’an, Hadits serta sumber lain yang sudah disepakati para ulama serta 

menjadi bagian dari agama islam. Hukum islam sudah termasuk bagian dari sistem hukum 

Indonesia dan sebagai fenomena sosial di masyarakat.3 Secara fenomena sosial hukum islam 

terbagi menjadi dua dimensi, yaitu sebagai pemeliharaan untuk menjaga hukum islam 

sustainability dan sebagai pembangunan yang mengarah pada pemanfaatan hukum islam 

sebagai nilai tambah bagi kehidupan masyarakat.3 Hukum islam berkembang di Indonesia 

secara berkelanjutan dan tidak akan hilang. Karena hal ini merupakan upaya masyarakat 

dalam merencanakan, memahami, mengeksplorasi, merumuskan, melembagakan dan 

menegakkan hukum Islam. Dalam Politik Hukum Islam memiliki tugas negara yang 

berkaitan dengan hukum, yaitu taqnin (membentuk), tathbiq (menerapkan) dan taghyir 

(mengubah).4 

B. HukumiTataiNegara 

Hukumitatainegaraiyakniiilmuiyangididalamnyaimengatur tatanan negara sebagai 

perencanaan masa depan yang berkelanjutan, terdapat tiga pembahasan didalamnya yaitu 

 
1 Suntana. Ija (2014). Politik Hukum Islam. Bandung: Pustaka Setia 
2 Suntana, Ija (2020). From Internalization to Formalization: Islamic Law Development In Indonesia. The Islamic 
Quarterly. Vol.64, No.1-115 
3 Suntana, Ija (2020). From Internalization to Formalization: Islamic Law Development In Indonesia. The Islamic 
Quarterly. Vol.64, No.1-117 
4 Suntana. Ija (2014). Politik Hukum Islam. Bandung: Pustaka Setia. 
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studi perundang-undangan, peraturan pembangunan ekonomi dan hubungan Internasional.5 

Hukum tata negara sebagai disiplin ilmu memiliki objek kajian hukum yang tertuang dalam 

konstitusi Negara yang terbagi menjadi dua objek kajian. Pertama, HTN mengkaji mengenai 

organisasi negara, baik secara vertikal ataupun horizontal. Kedua, sebagai alat kelengkapan 

negara yang berhubungan langsung dengan bagaimana struktur alat perlengkapan negara 

dapat terlaksana seperti dalam pembagian tugas dan wewenang yang diberikan negara 

kepada orang-orang yang diamanahinya agar terlaksana dengan baik. 

HTN merupakan hukum yang didalamnya mengatur hukum publik mengenai 

organisasi dan fungsi politik suatu lembaga untuk melaksanakan segala peraturan hukum 

secara teratur sesuai perencanaan sebagai bentuk pencegahan terjadinya chaos atau 

ketidakseimbangan dalam bernegara. 

C. Kekosongan Hukum di Indonesia 

Kekosongan hukum adalah keadaan dimana suatu peristiwa yang terjadi belum 

memiliki peraturan perundang-undangannya sehingga tidak bisa dijalankan peraturannya 

olehimasyarakatiatauisuatuikeadaanivacuumi(kosong,ihampa)iatauitidakiadanyaiperaturan

perundang-undangani yangi mengaturi tataitertibimasyarakat. Kekosongan ini memiliki 

faktor yang mempengaruhinya yaitu lamanya penyusunan perundang-undangan sehingga 

saat diberlakukannya perundang-undangan tersebut maka keadaan yang akan diatur sudah 

berubah. 

Oleh karena itu perlunya pengisian kekosongan hukum tersebut oleh para hakim 

dengan membuat peraturan yang memiliki kemiripanihukumiyangidiaturidaniditegaskan 

dalamiundang-undang,iolehisebabiituihakim diberi kesempatan untuk mengisi kekosongan 

hukum tersebut. Dalam pembuatan aturannya imemilikiiduaiaspekiyaitu, pembuatan 

undang-undangihanyaibisaimenetapkaniperaturan umum saja, pertimbanganikonkretitetap 

diserahkanikepadaihakimidan pembuataniundang-undang disesuaikan denganiperistiwa 

sosialiyangitimbulidiimasyarakat. Proses pengisian kekosongan tersebut dapat dilakukan 

hakim dengan membuat atau menemukan hukum melalui tiga cara yaitu penafsiran analogis, 

penghalusan hakim dan argumentum contrario. 

D. TransformasiiHukumiIslamikeidalamiTataiHukumiIndonesia 

 

 
5 Suntana, Ija (2019). Thei Constitutional Law Researchi Trends and Plagiariarsm Problem in State University. 
Jurnali Pemikiran Hukumi dan Hukum Islam Pencurian. Vol.10. No.2-122 
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Transformasi berarti pemindahan atau penerapan sistem hukum Islam kedalam 

hukum tata negara Indonesia. Hukum islam secara langsung hidup, berkembang serta diikuti 

oleh umat Islam di Indonesia. Hukum Islam berlaku di bidang peribadatan dan hukum 

praktis atau perbuatan manusia tanpa adanya pengangkatannya menjadi hukum positif. 

Bahwasannya perihal ibadah seperti sholat lima waktu berdasarkan hukum Islam, hal ini 

bukan jadi urusan pemerintah. Pemerintah tidak bisa mengintervensi serta melakukan 

negosiasi mengenai shalat lima waktu tersebut yang pada dasarnya hukumnya wajib jadi 

sunnah mu’akad dalam hal ini hukum islam tidak dapat diintervensi oleh kekuasaan negara.6 

Peraturan ini berkaitan dengan fungsi negara sebagai bentuk pelayanan kepada rakyatnya. 

Peraturan ini jugs berkaitan kedalam falsafah negara kita, yang menolak mengenai asas 

pemisahan urusan keagamaan, urusan pemerintahan yang di konstatir oleh Profesor 

Soepomo dalam sidang BPUPKI, dalam proses penyusunan rancangan undang-undang 

negara merdeka oleh para pendiri bangsa. 

Adapun peranan hukum Islam dalam tata negara Indonesia itu erat kaitannya dalam 

hukum perdata yaitu dalam hukum perkawinan, kewarisan, negara sangat mengakui serta 

menghormati adanya pluralitas hukum untuk keseragaman rakyat sejalan dengan prinsip 

Bhineka Tunggal Ika. Karena hukum perkawinan, serta kewarisan sangat sensitif dan 

berkaitan erat terhadap agama, adat dalam suatu masyarakat, untuk itu hukum tersebut 

secara langsung berlaku denganidiberlakukannyaiUndang-undangiNo.i1itahuni1974, 

secaraitegasimenyebutkanibahwaiperkawinaniituisahiuntukidilakukan berdasarkan agama 

masing-masing. Mengenai syariat sebagai sumber hukum berkaitan dengan hukum positif 

yakni kaidahnya dengan hukum pidana dan hukum publik lainnya.7 

E. Contoh Hukum Tata Negara untuk Mengisi Kekosongan Hukum di Indonesia 

Istilah Legislasi menurut ahli politik ialah at-tasyri yang memiliki arti upaya 

pembuatan jalan menuju sumber air. Kata tasyri menjadi sebutan dalam proses perumusan 

suatu hukum Islam baik hukum pidana ataupun perdata.8 Legislasi hukum Islam memiliki 

tujuan dalam kajian tata negara Islam untuk melindungi lima dasar hak asasi manusia yaitu 

hak beragama, hidup, intelektual, turun temurun dan hak atas properti. Kelima hak tersebut 

haruslah dilaksanakan dan tidak boleh dilanggar.9 

 
6 Suntana. Ija (2014). iPolitik Hukum iIslam. Bandung: iPustaka Setia 
7 Suntana. Ija (2014). iPolitik Hukum iIslam. Bandung: Pustaka iSetia 
8 Suntana. Ija (2015). iIlmu Legislasi Islam. Bandung: Pustaka Setia 
9 Suntana, Ija (2021). Thei Controversy Of Wateri Resources Legislation iin Indonesia: An Islamic Constitutional 
Law Approach. Vol.19. No.1-204 
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Sebagai Negara mayoritas penduduk beragama Islam terbanyak, Indonesia telah 

mentransformasikan hukum islam kedalam hukum nasional, termasuk pada sistem 

ketatanegaraan Indonesia. Pada dasarnya aturan yang dibuat selalu mempertimbangkan 

manfaat (maslahah) dan bahaya (mafsadat) yang mungkin ditimbulkan dari aturan tersebut. 

Dalam hal ini, pakar hukum Islam mengkategorikan manfaat kedalam 2 jenis, yaitu manfaat 

individu-subjektif dan manfaat sosial-objektif. Manfaat individu-subjektif yaitu manfaat 

yang melibatkan kepentingan individu yang terpisah dari kepentingan rakyat sedangkan 

manfaat sosial-objektif yaitu manfaat yang menyangkut kepentingan banyak orang. 

Sehingga untuk membedakan antara manfaat individu-subjektif dengan manfaat sosial-

objektif, maka otoritas yang paling mungkin dalam menentukannya adalah negara melalui 

hukum sebagai hasil dari sebuah kesepakatan dalam suatu musyawarah.10 

Indonesia merupakan negara hukum, hal ini terdapat dalam konstitusi yaitu UU 

NKRI tahun 1945 pasal 1 ayat 3. Selain itu Indonesia menganut sistem demokrasi, yang 

mana sebagai negara demokratis kepentingan rakyat ditempatkan diatas kepentingan pribadi 

ataupun golongan, sehingga regulasi yang dibuat haruslah memperhatikan kepentingan 

rakyat. Akan tetapi pada kenyataannya tidak semua hal diatur oleh undang-undang, 

sehingga pada beberapa aspek terjadi kekosongan hukum, salah satunya adalah mengenai 

sumber daya air. 

UUDi1945itelah mengatur terkaitisumberidayaialam,imengenaiisumberidaya air 

dalam pada ipasal i33 iayat i(3) berbunyi “Bumi, air dan kekayaan yang terkandung 

didalamnya dikuasai negara tentunya dipergunakan sebesar-besarnya bagi kemakmuran 

rakyat”. Selain itu, regulasi terkait airijugaidibahasiUUiNomori5itahuni1960itentang UU 

PokokiAgraria. Namuniaturaniini ternyata kurang memadai dalam mengatur sumber daya 

air, hingga akhirnya tepat pada tanggal 18 Maret 2004 lahirlahiUUiNomori7iTahuni2004 

mengenai sumber daya air. Akan tetapi undang-undang tersebut menimbulkan kontroversi 

yaitu dalam hal komodifikasi air yang mana terjadi perubahan makna dasar fungsi air yang 

awalnya sebagai kebaikan sosial yaitu bersifat publik dan dikendalikan oleh negara menjadi 

objek ekonomi yang dikomersilkan dan dilepas bea cukainya ke sektor swasta. 

Imbas dari kontroversi tersebut adalah adanya judicial review hak atas air ke 

Mahkamah Konstitusi pada tanggal 09 Juni 2004. Pada awalnya Mahkamah Konstitusi 

menolak uji materi tersebut, namun pada tahun 2015 judicial review hak atas air dikabulkan 

 
10 Suntana, Ija. (2021). Thei Contraversy Of iWater Resourses Legislation in Indonesia: An iIslamic 
Constitutional iLaw Appoarch. Vol.19. No.1. 214-216 
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oleh Mahkamah Konstitusi sehinggaiUUiNo.7itahuni2004idinyatakanidibatalkanikarena 

bertentangan dengan konstitusi. Pembatalan tersebut menjadikan Indonesia mengalami 

kekosongan regulasi pengelolaan sumber daya air. Hingga pada tahun 2019 

disahkanlahiUUiNo.17itahuni2019iperihaliSumberidaya air.11 

WalaupunikelahiraniUndang-undangiiNo.17itahuni2019iperihaliSumberidaya air, 

masih sarat akan kontroversi, namun disini terbukti bahwa hukum tata negara berperan aktif 

dalam mengatur tata hukum di Indonesia, termasuk ketika terjadinya kekosongan hukum. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
11 Sutana, iIja. (2021). Thei Controversy Of Water iResources Legislation iin Indonesia: An iIslamic 
Constitutional Law Approach.Vol 19, No. 2, h. 198-200 
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BABiIII 

PENUTUP 

A. Kesimpulani 

Hukumiadalahinormaiyangimengatur perbuatan manusiaidalamisuatuimasyarakat 

yang ditegakkan oleh penguasa. Hukum Islam adalah aturan yang mengatur perbuatan 

manusia, bersumber dari Al-Qur’an, Hadits serta sumber lain yang sudah disepakati para 

ulama yang menjadi bagian dalam Ajaran Islam. 

Hukum Tata Negara adalah ilmu yang mengatur tatanan negara sebagai perencanaan 

masa depan yang berkelanjutan, terdapat tiga pembahasan didalamnya yaitu studi 

perundang- undangan, peraturan pembangunan ekonomi dan hubungan Internasional. 

Kekosongan hukum adalah keadaan dimana suatu peristiwa yang terjadi belum 

memiliki peraturan perundang-undangannya sehingga tidak bisa dijalankan peraturannya 

oleh masyarakat atau suatu keadaan vacuumi(kosong,hampa)iatauitidakiadanya peraturan 

perundang-undanganiyangimengaturitataitertib masyarakat. 

Transformasi berartiipemindahaniatau penerapan sistem hukum Islam kedalam 

hukum suatu negara. Sebagai negara mayoritas penduduk beragama islam, Indonesia juga 

mengadopsi sistem hukum islamikedalamitataihukumiIndonesia. 

Pentransformasian ihukumi islami keidalamitataihukumiIndonesiaijuga berguna 

dalam upaya mengisiikekosongan hukum di Indonesia yaitu dengan adanya pertimbangan 

manfaat (maslahah) dan bahaya (mafsadat) dalam pembuatan sebuah aturan, salah satunya 

adalah dalam pemanfaatan sumber daya air di Indonesia. 
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